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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam 

alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan 

alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat 

pengangkut di tempat tujuan yang disepakati1. Fungsi dan peranan pengangkut 

sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh pada berbagai 

aspek, baik aspek ekonomi sosial budaya bahkan aspek hukum. Aspek hukum 

memiliki peranan dalam bidang pengangkutan mengenai ketentuan hukum 

didalam hak, kewajiban dan tanggung jawab serta perasuransian apabila ada suatu 

kecelakaan. Industri pengangkutan memiliki hak dan kewajiban antara 

pengangkut dan pengirim. Hubungan timbal balik antara pengangkut dengan 

pengirim terjadi karena adanya perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam 

proses`pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan 

penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya adalah tanggung jawab dari 

perusahaan pengangkutan. Kewajiban utama pengangkut ialah untuk menjaga 

keselamatan barang atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai di tempat  

tujuan  yang  telah di perjanjikan dan juga pengangkut berhak  atas ongkos 

angkutan yang telah diselenggarakan. Jadi disini penumpang juga harus 

membayar ongkos angkutan tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan 

 
1Abdul Kadir Muhammad,2013,Hukum Pengangkutan Niaga,Citra Aditya  

Bakti,Bandung 
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pengangkut. Ketentuan mengenai pengangkutan ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Pengangkutan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis pengangkutan yaitu 

pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Pada 

pengangkutan darat dapat dikelompokan lagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu 

pengangkutan dengan kendaraan bermotor (jalan raya) dan pengangkutan dengan 

kereta api. Kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat memakai jasa dari PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) (untuk selanjutnya disebut PT KAI) yang 

menyediakan layanan moda angkutan darat dengan kereta api. Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (untuk selanjutnya 

disebut UUKA 2007). Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga 

gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaiakan dengan sarana perkeretaapian 

lainya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan 

perjalanan kereta api. Penyelenggaraan angkutan kereta api pada dasarnya sama 

dengan penyelenggaraan angkutan jenis lainya, diawali dengan ada suatu 

perjanjian pengangkutan antara penumpang atau pengirim barang dengan pihak 

PT KAI dengan adanya karcis yang dikeluarkan oleh pihak PT KAI. PT KAI 

menerbitkan dokumen angkutan berupa karcis penumpang dan surat muatan 

barang. Karcis penumpang berfungsi sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian 

pengangkutan penumpang, ketentuan ini diatur dalam Pasal 132 ayat (3) UUKA 

2007, sedangkan surat muatan berfungsi sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian 

pengangkutan barang. Sebagaimana dalam setiap perjanjian terdapat hak dan 

kewajiban, serta tanggung jawab dari para pihak yang berjanji, demikian pula 
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halnya dalam perjanjian pengangkutan kereta api terdapat hak dan kewajiban dari 

pihak penyelenggara angkuan dan pihak penumpang. Menurut Pasal 132 ayat (1) 

UUKA 2007, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang 

memiliki karcis. Setiap penumpang yang memiliki karcis berhak memperoleh 

pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Kewajiban pihak 

pengangkut ini merupakan kontra prestasi atas hak yang dimiliki oleh penumpang 

yang telah membayar biaya pengangkutan dan memiliki karcis sebagai bukti telah 

terjadinya perjanjian pengangkutan kereta api. Sebagai pihak penyelenggara 

sarana perkeretaapian PT KAI mempunyai tanggung jawab untuk menjaga 

keselamatan penumpang atau pengguna jasa perkeretaapian, dalam hal tanggung 

jawab ini terdapat dua bentuk yang dibedakan antara tanggung jawab pihak 

penyelenggara prasarana perkeretaapian dan pihak penyelenggara sarana 

perkeretaapian.2 Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang 

menyelenggarakan prasarana perkeretaapian berupa penyelenggaraan prasarana 

perkeretaapian dan/atau sarana-sarana perkeretaapian, sedangkan penyelenggara 

sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana 

perkeretaapian umum yang saat ini dilaksanakan oleh PT KAI.3 

Berkaitan dengan pengangkutan pasti tidak lepas dari kecelakaan yang 

terjadi saat perjalanan berlangsung, adapun bentuk-bentuk kecelakaan yang umum 

terjadi antara lain adalah adanya tabrakan kereta api dan tabrakan dengan 

kendaraan di jalan raya, gerbong kereta yang anjlok atau terguling, serta 

 
2Muhammad Sofyan,,2016, Tanggung Jawab Keperdataan PT Kereta Api, Vol. IV No. 2 

 3Aflah. 2009. Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia Dalam Penyelenggaraan 

Pengangkutan Penumpang".Jurnal Ilmiah AbdiIlmu.Vol.2 No.1 
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kecelakaan akibat banjir dan longsor. Tidak dapat dipungkiri suatu kecelakaan 

kereta api dapat dipandang dari sudut hukum perdata yang melibatkan langsung 

penumpang yang memiliki perjanjian dengan pengangkut yaitu PT KAI. 

Hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara 

pengangkut dengan penumpang, dengan demikian antara pengangkut dengan 

penumpang mendapat jaminan kepastian hukum tentang kedudukan hukum serta 

hak dan kewajibannya apabila dalam suatu pengangkutan karena suatu hal terjadi 

kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang. Bentuk tanggung 

jawab PT KAI yang diuraikan dalam UUKA 2007 menyebutkan bahwa bentuk 

bertanggung jawab adalah pemberian ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi 

pengguna yang luka-luka atau santunan bagi pengguna yang meninggal dunia. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai 

tanggung jawab keperdataan dari pihak PT KAI atas kecelakaan yang terjadi saat 

mengangkut penumpang melalui kasus-kasus yang pernah terjadi yang akan 

secara lebih mendalam membahas mengenai prosedur pertanggungjawaban 

keperdataan PT KAI sebagai penyedia layanan angkutan perkeretaapian untuk 

korban yang merupakan penumpang yang memiliki perjanjian pengangkutan dan 

dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau masih memiliki hambatan yang harus 

dicari solusi terbaik. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis tertarik untuk 

membahas mengenai tanggung jawab keperdataan PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) atas kecelakaan yang terjadi saat mengangkut penumpang. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab perdata PT Kereta api indonesia (persero) 

Divisi Regional III Sumbagsel kepada penumpang dalam peristiwa 

kecelakaan ? 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung 

jawab PT kai kepada penumpang jika terjadi kecelakaan ? 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan 

Ruang Lingkup dalam pembahasan tulisan ini yaitu mengenai 

bagaimana pertanggung jawaban PT.Kerta Api Indonesai akibat kecelakan yang 

terjadi saat mengangkut penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 

2007 tentang perkeretaapian. Penilitian penulisan skripsi ini berada di PT. 

Kereta Api   Indonesia   (Persero) wilayah Divisi Regioal III Sumatera Selatan 

(Palembang) 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Tanggung jawab perdata PT 

kereta api indonesia (persero) divisi regional III sumgasel kepada penumpang 

dalam peristiwa kecelakaan. 

D. Definisi Konseptual 

1. Tanggung Jawab dalam hukum Menurut hukum tanggung jawab 

merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang suatu 

perbuatannya yang berkaitan dengan suatu etika dan moral dalam hal 

melakukan suatu perbuatan tersebut.4 

 
4Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehetan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 48. 
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2. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Sumbagsel (Persero) sendiri 

merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa 

angkutan transportasi. baik jasa angkutan penumpang maupun jasa 

angkutan barang. PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah mengaplikasikan 

kereta api penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan salah 

satunya kota Palembang dengan konstruksi ringan dan bisa berjalan 

bersama lalu lintas lainnya. Sejak tanggal 1 Mei 2016 dengan rangka 

peningkatan kinerja (penyederhanaan hierarki organisasi). Manajemen 

PT. KAI melakukan perubahan struktur organisasi; yaitu Divisi Regional 

III Sumatera Selatan dan Lampung menjadi Divre III Palembang dan 

Divre IV Tanjungkarang.  5 

3. Kecelakaan kereta api dapat menimbulkan kerugian berupa kerusakan 

sarana dan prasarana, tetapi juga mengganggu kelancaran perjalanan 

kereta api, kecelakaan kereta api menimbulkan kesan (image) buruk 

terhadap perkereta-apian, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan 

masyarakat. Oleh karena itu kecelakaan kereta api perlu dipahami supaya 

penanganannya bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.6 

4. penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus di 

angkut di dalam pesawat udara ataupun alat pengangkutan lainnya, atas 

dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan 

 
5PT Kereta Api Indonesia, Sejarah Perkeretaapian, https://heritage.kai.id/page/sejarah- 

Perkeretaapian, Diakses 12 Oktober 2023 15:00 
6Dainur 1992, Kecelakaan, https://sg.docworkspace.com/d/sINethOk7yMSIqQY? 

saOd&st-Of(Diakses 13 Oktober 2023 19:00 

https://heritage.kai.id/page/sejarah
https://sg.docworkspace.com/d/sINethOk7yMSIqQY
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angkutan tersebut.7 

E. Metodelogi 

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu 

masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk 

mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan 

secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji 

hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan 

manusia, Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris 

yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif data sekunder yang 

diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk sumber data yang digunakan 

adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier 

2. Jenis dan Sumber Data 

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

terdiri dari: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

 
7 Damadjati 1995, pengertian penumpang,https://sg.docworkspace.com/d/sICOthOk7us 

Olgov Psa-0d&st-01(Diakses 13 Oktober 2023 19:20) 

 

https://sg.docworkspace.com/d/sICOthOk7us
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Lintas dan Angkutan Jalan 

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 

Perkeretaapian ( selanjutnya disebut UUKA 2007) 

b) Bahan Hukum Sekunder, Adalah bahan hukum yang terdiri dari 

buku-buku teks (text books) yang ditulis para ahli hukum yang 

berpengaruh, jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-

kasus 

hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang 

berkaitan dengan topik penelitian8 

c) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum penunjang yang pada 

hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa bahan acuan 

hukum di bidang hukum (abstraksi peraturan perundang-

undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum) dan di luar 

bidang hukum (politik, ekonomi dan sosiologi).9 

3. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder berdasarkan pada penelitian kepustakaan ( library 

research)dan studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis 

seperti buku-buku, perundang-undangan, dokumen,literatur yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 
8Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 

Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 173. 
9Rachmad Baro, Penelitian Hukum Doktrinal, Indonesia Prime, Makassar, 2017, hlm 117. 
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4. Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh dari sumber yang dikumpulkan dan 

diklarifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif, selanjutnya hasil dari 

sumber tersebut dikontribusikan berupa kesimpulan  dengan 

menggunakan logika berpikir logistik, yaitu penelaran yang berlaku. Oleh 

sebab itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada 

keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, Penulisan skripsi ini secara keseluruhan 

tersusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagi berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup 

dan tujuan, kerangka konseptual, metedologi penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya 

dengan yang dibahas. 

BAB III : PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil 

penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh 
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peneliti. 

BAB IV : PENUTUP 

 

Yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan 

Pada skripsi ini, serta memberikan saran 

DAFTAR PUSAKA 

LAMPIRAN 
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